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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 575 K/PDT.SUS-HK1/2020
TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR
TERKAIT ASAS FIRST TO FILE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Oleh :
Iwan Kurniawan, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka

Merek merupakan identitas utama dari pelaku usaha yang berfungsi sebagai simbol dan
tanda pembeda dari usaha yang dijalankannya dengan kompetitor yang ada. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan asas first to file menurut Undang-
Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
memperoleh kepastian hukum pengaturan asas first (o file, implementasinya, serta urgensi
pengaturan kewajiban pengalihan hak atas merek dengan akta Notaris. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah terkait pengaturan asas first to file menurut Undang-Undang
tentang Merek dan Indikasi Geografis, dasar pertimbangan hukum Hakim dalam upaya
penyelesaian merek terdaftar berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5§75 K/Pdt.Sus-
HK1/2020, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta terkait penggunaan merek.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan asas first to file dalam sistem pendaftaran
merek di Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang tepat
bagi pemegang merek, karena pendaftar pertama berhak mendapatkan hak eksklusif dan
manfaat ekonomis dari merek. Hak atas merek dapat dilakukan pengalihan, dan proses
pengalihannya dapat dibuat dengan perjanjian baik menggunakan surat d bawah tangan
maupun akta notaris. Pendaftaran merek dengan asas first (o file menjadi dasar pemberian
hak dan penentuan perolehan hak bagi pemegang merek terdaftar untuk memanfaatkan
dan menggunakan hak nya dalam keperluan usaha. Seharusnya peralihan hak atas merek
ditentukan oleh pemerintah dengan wajib berdasarkan akta Notaris karena berkaitan
dengan pembuktian dan pemenuhan hak pemegang lisensi merek agar dapat sebesar-
besarnya dan sebebas-bebasnya menggunakan dan memanfaatkan hak ekslusif serta nilai
ekonomis yang timbul dari merek tersebut.

Kata Eunci: First to File; Merek; Notaris; Pendaftaran Merek
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ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE SUPREME COURTS DECISION NUMBER 575
K/PDT.SUS-HKI/2020 TO OWNER OF REGISTERED TRADEMARKS
RELATED TO THE FIRST TO FILE PRINCIPLE BASED ON LAW
NUMBER 20 YEAR 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
By :

Iwan Kurniawan, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka

A trademark is a business actor’s primary identity that serves as a symbol and
distinguishing sign for the business that was run alongside existing compeutors. The
purpose of this study is to conduct an analysis of the first to file rule as defined by the
Trademarks and Geographical Indications Law. Another objective is to achieve legal
certainty regarding the first to file principle, its implementation, and the critical nature
of regulating the requirement to transfer rights via notary deed. The problem of this
research is related to the regulation of the first to file principle under the Trademarks
and Geographical Indications Law, the legal basis for the judge’s efforts to settle
registered trademarks in light of the Supreme Court’s decision Number 575 K/Pdt.Sus-
HKI1/2020, and the role of the Notary in trademark license agreements. This is a
normative study that utilized primary, secondary, and tertiary legal matenials. The
findings of this study indicate that Indonesia’s trademark registration system, which is
based on the first to file principle, ensures proper protection and legal certainty for
trademark holders, as the first registrant is entitled to exclusive rights and economic
benefits from the mark. The trademark right may be transferred by agreement or
through the use of a private letter or a notarial deed. Trademark registration under the
first to file principle serves as the foundation for granting rights and determining the
acquisition of rights to registered trademark holders for the purpose of utilizing and
exercising their rights in commerce. The government should make the transfer of rights
of the trademark mandatory based on a notarial deed because it is related to
establishing and fulfilling the rights of the trademark license holder to freely use and
exploit the trademark’s exclusive rights and economic value.

Keywords : First To File, Notary, Trademark Registration
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir ini, perkembangan ilmu dan teknologi
yang demikian pesat membawa dampak dalam tatanan kehidupan
masyarakat serta dampak yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi
baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu
perkembangan ilmu dan teknologi juga bermanfaat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dari masyarakat serta pembangunan nasional
yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya
dan seluruh masyarakat Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu
teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia
industri dan perdagangan. Hal ini dapat di lihat dengan semakin
ketatnya arena persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan
baik secara nasional maupun internasional.’

Dalam dunia perdagangan saat ini sering sekali terjadi perebutan
pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak
mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Apabila tidak
diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan
hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan

dapat tercapai, malah semakin mengakibatkan ekonomi Negara

! Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek
Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek,” Jurnal Warta 56, no. ISSN: 1829 - 7463
(2018):2.

1



semakin merosot. Perkembangan perekonomian dunia, termasuk
sektor industri dan sarana teknologi yang pesat membuat cara berpikir
manusia menjadi semakin kreatif dan inovatif. Hal ini terbukti dengan
semakin banyaknya hasil karya kreatif manusia yang diwujudkan
dengan menggunakan daya, rasa, dan karsa berdasarkan kemampuan
intelektualnya dalam rangka memperkaya kehidupannya.?

Hari ini setiap negara ditantang meningkatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi mereka. Hal ini karena penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi di setiap sektor akan mempengaruhi untuk
meningkatkan kompleks di semua bidang.® Sejauh ini, suatu karya
lazimnya diciptakan dengan proses yang panjang karena
membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena
itu, sudah sepantasnya pencipta atas karyakarya yang kreatif, inventor
teknologi, pendesain dan pembuat merek dagang dihargai dan
diberikan perlindungan hukum yang efektif. Merek sebagai salah satu
wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam
melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di
Indonesia. Pendaftaran dari suatu merek yang dipergunakan untuk
mengetauhi barang dan jassa yang diproduksi menghasilkan hak pada

perusahaan itu untuk memakainya secara sah merek dan perusahaan

2 Anthon Fathanudien, “Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek
Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten
Majalengka,” Jurnal Unifikas Vol. 3 No., no. ISSN 2354-5976 (2016): 22.

8 Annalisa Yahanan, Febrian, and and Rohani Abdul Rahim, “The Protection Of
Consumer Rights For Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia,”
Sriwijaya Law Review volume 1, no. issue 1 (2017): 23.



itu punya hak untuk mencegah penggunaan merek yang tidak sah yang
dapat membuat rugi pemegang hak merek yang sah seperti halnya
kasus pendaftaran merek milik Ruben Onsu yang sedikit banyak
menarik perhatian publik karena permasalahannya melibatkan banyak
pihak.*

Merek (trademark) pada dasarnya merupakan pertanda untuk
menentapkan ciri dan asal benda dan jasa yang berasal melalui
perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan dan menjadi simbol
pembeda dari perusahaan lain. Merek dibuat dengan maksud untuk
menunjukkan ciri dan asal usulnya (Indication of Origin) suatu barang
atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan
jasa-jasa yang lain. Selain dari itu pemberian merek dapat
menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya
ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan
hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga
bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian
merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu pula dengan
berbagai kasus yang berkaitan dengan merek lainnya. Kasus Ruben
Onsu seperti yang sudah disinggung diatas, timbul karena Ruben Onsu
menganggap ada perusahaan yang memanfaatkan branding nama
miliknya sebagai merek dengan tujuan agar lebih mudah dikenali dan

di ingat oleh masyarakat, dan atas perbuatan dari perusahaan tersebut

* Julius Rizaldy, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap
Persaingan Curang (Bandung: Sinar Grafika, 2009), 3.



Ruben Onsu merasa keberatan karena secara tidak langsung namanya
dicatut dalam suatu merek yang bahka dia sendiri tidak mengetahui
perusahaan dan apa produk keluarannya.®

Hak merek ditetapkan menjadi hal khusus karena hak tersebut
adalah hak yang sangat berarti bagi pemilik nya dan pemegang bisa
memberi izin untuk orang lain, dalam jangka waktu yang telah
disesuaikan dalam memakai merek tersebut sebagaimana yang telah di
atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya iklim
perekonomian khususnya perdagangan yang berkembang dengan
pesat dan diikuti dengan teknologi dan komunikasi yang semakin maju
dan mendominasi membuat setiap orang khususnya yang terkadang
tidak lagi mengindahkan nilai etis dan norma hukum yang ada pada
praktek perdagangan. Di dalam dunia usaha banyak terjadi pemakaian
merek tanpa hak terutama merek yang terkenal dengan tujuan hanya
untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan secara sengaja
oleh pihak yang bertanggung jawab.®

Merek menjadi suatu karya intelektual menjadi peranan wajib
dalam mencegah terjadinya persaingan sesama pengusaha. Jika
aparat-aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan

merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat, sebagai merek yang

5 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), 9.

® Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 12.



digunakan untuk produk barang dan jasa yang bermutu baik, telah
memiliki reputasi atau mungkin telah begitu terkenal, hal itu jelas akan
mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-
sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Merek
memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi pembelinya, ini lah yang
membuktikan bahwa merek hanya hal yang bisa dinikmati dan tidak
menghasilkan apapun secara riil, maka Merek dikatakan hak kekayaan
immaterial. Karena pada dasar nya konsumen itu hanya menikmati
tanpa memikirkan harga barang itu tapi hanya dari sisi kegunaannya
saja.”

Dalam hal ini suatu merek berguna menjadi satu kegiatan promosi
bagi pengusaha untuk menambah nilai dan dapat memberikan dampak
baik untuk terjual nya barang dan benda tersebut. Adanya pembajakan
itu, jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau
memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen.
Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah
dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang
banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualiatas dan reputasi
usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Seluruh pengajuan

merek ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

! Rahmi Janed, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif
(Surabaya: Airlangga University Press, 2007), 3.



Intelektual dan semua permohonan yang sudah diterima akan
mendapatkan sertifikat yang resmi dalam daftar umum merek.®

Merek merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan
intelektual, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak alamiah
atau hak dasar yang dimiliki seseorang berkaitan dengan intelektual
(akal atau rasio) manusia. Hak alamiah atau dasar yang dimiliki oleh
manusia ini harus dihormati dan dihargai oleh setiap manusia lain.
Seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan
sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah atau dasar untuk memiliki
dan mengontrol segala yang telah diciptakannya. Karya-karya
Intelektual manusia tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi,
sehingga perlindungan hukum terhadapnya mutlak diperlukan.
Apalagi, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang
diberikan oleh Negara kepada si pencipta atau investor untuk
memanfaatkan segala nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya
dan melarang pihak-pihak lain untuk menikmatinya, kecuali dengan
izin dari si pencipta/investor atau lisensi. Lisensi berdasarkan pasal 1
ayat (18) Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis menjelaskan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh
pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk

menggunakan Merek terdaftar. Oleh karena itu peranan merek sangat

8 Flsi Kartika Sari dan Avendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta:
Grasindo, 2010), 125.



penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk
mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti peniruan,
pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek
terdaftar maka perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan.®
Pendaftaran merek di Indonesia saat ini seiring dengan perubahan
udang-undang merek, membawa perubahan besar pada sistem
pendaftaran merek yang saai ini menganut Stelsel Konstitutif, yaitu
pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-
satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus
menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam
pendaftaran suatu merek. Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip yang
berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada
pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk
sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek
yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu
tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Bukanlah
pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan
menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu

merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan

® Igbal Akbar Mandiri, “Analisis Unsur Itikad Baik Pada Merek Nama Orang
Terkenal Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan
Indikasi Geografis,” Jurnal Hukum Adigama Volume 3, no. E-ISSN: 2655-7347 (2020):
990.



pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak
mutlak.'°

Indonesia sendiri menganut sistem pendaftar pertama atau
disebut juga first to file principle. Artinya, merek yang didaftar adalah
yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Kemudian sistem
pendaftaran berubah menjadi first to file. Artinya, dalam sistem hukum
merek, Indonesia menganut dan menerapkan sistem first to file, yang
berarti, siapa yang mendaftar lebih dahulu, maka dialah yang berhak.
Dengan demikian apabila seseorang atau suatu badan telah mendaftar
suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftar dengan merek
yang sama. Jika ingin juga mendaftar atau ingin memakai merek yang
sama, maka pihak lainnya tersebut harus terlebih dahulu meminta izin
kepada si pemilik merek pertama.'!

Oleh sebab itu, sesuai dengan sistem hukum merek yang dianut
Indonesia yaitu first to file maka siapa yang lebih dahulu mendaftar atau
memperoleh sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek tersebut.
Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama
yang sama. Dengan suatu merek, perusahaan yang memproduksi
barang akan mudah dikenal masyarakat. Apabila merek tersebut sudah

dikenal oleh masyarakat, akan menaikkan reputasi merek produk

19 Andre Asmara, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File
Pada Pembatalan Merek Cap Mawar,” Syiah Kuala Law Journal Vol. 3(2), no. ISSN:
2580-9059 (2019): 186.

! Oksidelfa Yanto. Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi
Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai
Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). ADIL 3(1), 2008. Hlm. 25



tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran misalnya pembajakan
atau peniruan merek terkenal yang dirugikan adalah pemilik merek
pertama yang sah.'?

Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik
merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa
diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek
tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan
mereknya tersebut melalui suatu perjanjian. Merek dengan sistem
konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh
hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak
atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan
merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh
negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek
yang digunakan di Indonesia sejak UndangUndang Nomor 19 Tahun
1992 adalah sistem Konstitutif.Pada sistem Konstitutif ini perlindungan
hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.®

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan
merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis
kepada Menteri. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran

merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak

12 Humaedi Abdurahman, ASAS FIRST TO FILE PRINCIPAL DALAM KASUS HAK
MEREK NAMA TERKENAL BENSU, AKTUALITA, Vol. 3 No. 1 2020, hlm. 430
¥ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual,



10

hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja,
tetapi juga dilakukan pemeriksaan subtantif. Pemeriksaan subStantif
atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk
menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan
dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Pendaftaran
merek dengan sistem konstitutif dan prinsip first to file atau dengan
doktrin prior in tempore, melior Injure, sangat potensial untuk
mengkondisikan:'*

1) Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya
pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,

2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan
pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti
utama,

3) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang
paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi
antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang

bahwa merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang
sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai

dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama

14 Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis
Hukum(UNDIP), 2001, hal. 66
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pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau
jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai
merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam
peredaran barang atau jasa. Tidak semua merek dapat didaftarkan.
Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik
adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan
tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan
mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan
merek adalah orang atau badan hukum.'®

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dimungkinkan sekali orang atau badan hukum menggunakan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran merek demi
memperoleh keuntungan. Seperti salah satu contohnya adalah
pencatutan sampai dengan pemalsuan merek. Tindakan pencatutan
sampai dengan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang
beritikat tidak baik guna memperoleh keuntungan sebanyak-
banyaknya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur

menggunakan merek terdaftar milik fihak lain.'®

1% Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, (Jakarta:
Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal 79.

1 Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar,” jurnal
Hukum Samudera Keadilan Volume 11, (2016): 72.
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Merek merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intektual yang
perlu mendapatkan perhatian khusus seperti lemahnya penegakan
hukum yang sering dihadapi di negara Indonesia. Ditandai dengan
tidak konsistensinya penerapan hukum dan masih adanya diskriminasi
pelaksanaan hukumnya. Selain itu juga adanya faktor masalah sosial
kemasyarakatan yang menyangkut sikap masyarakat terhadap hak
kekayaan intelektual yang nantinya terkait pada budaya hukum
Indonesia. Lemahnya penegakan hukum pada merek tidak sejalan
dengan fungsi merek yang dapat dijadikan sandaran perekonomian di
era global berorientasi pada pasar dan harus mendapatkan perhatian
khusus dari Pemerintah. Dikarenakan masih banyak terjadi persaingan
antar produsen pedagang untuk berlomba-lomba menawarkan
berbagai jenis merek kepada konsumen, seperti contohnya ekuitas. '’

Ekuitas merupakan salah satu tahapan sebuah merek atas produk
menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat. Terkenalnya suatu
merek menjadi suatu “well known famous mark”, dapat memicu
tindakan-tindakan pelanggaran merek baik berskala nasional maupun
internasional. Sehinggga perlunya ada tindakan tegas dari pemerintah
melalui perpanjangan tangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kemenkum HAM untuk menindak tegas para peniru merek

dan memberantas upaya pendaftaran merek dengan persamaan

17 Febri Noor Hediati, “Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan
Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek,” jurnal Suara Hukum Vol. 2,
No, no. P-ISSN: 2656-534X (2020): 237.
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dengan pokoknya. Merek dinilai mempunyai persamaan pada
pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek
pihak lain namun ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya
tampak sedikit berbeda. Sehingga dapat membingungkan masyarakat
dan berasumsi ada kaitan antara merek yang satu dengan yang lain dan
menganggap keduanya bersumber dari produksi yang sama.'®

Sebagai contoh kasus dalam putusan mahkamah agung nomor 575
K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang melibatkan antara RUBEN SAMUEL ONSU
melawan PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Dalam kasus ini, Ruben
Onsu kembali melakukan gugatan terhadap kompetitor usahanya yang
lagi-lagi menggunakan merek dagang yang sama dengan nama BENSU.
Persoalan terkait bisnis ayam geprek ini bermula ketika Ruben Onsu
diangkat sebagai duta promosi di dalam lingkup bisnis PT. AYAM
GEPREK BENNY SUJONO, bahwa sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai
dengan 14 Agustus 2017 pihak ayam geprek Benny Sujono telah
memberikan kompensasi kepada Ruben Onsu sehubungan dengan
posisinya sebagai Duta Promosi pada 10 (sepuluh) cabang (outlet)
bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU”, dan jelas bahwa disini
posisi dari Ruben Onsu hanya sebagai duta promosi, bukan pemilik
awal dari bisnis dengan merek ayam geprek bensu.

Setelah kontrak sebagai duta promosi dalam bisnis Ayam Geprek

Bensu berakhir, dan seluruh uang kompensasi atas kerjasama sebagai

18 Febri Noor Hediati, 237.
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duta promosi tersebut dibayarkan, Ruben Onsu merasa keberatan
dengan kompetitor bisnisnya yang turut menggunakan nama BENSU
untuk menarik minat masyarkat untuk membeli produk milik mereka
dan seketika itu pula Ruben Onsu berniat membentuk suatu perusahaan
ayam geprek tandingan milik Benny Sujono, dan dengan itikad tidak
baik turut pula melakukan pendaftaran atas merek Ayam Geprek Bensu
yang memiliki persamaan dengan kompetitornya. Namun karena
menyadari gerak-gerik Ruben Onsu yang seketika ingin menyabotase
merek Bensu, maka dalam waktu yang berbeda, PT. AYAM GEPREK
BENNY SUJONO telah diajukan permohonan pendaftaran pertama kali
pada tanggal 3 Mei 2017 atas merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP
BENEERRR”, di lain pihak Ruben Onsu turut pula mengajukan
pendaftaran terhadap merek dagangnya dengan nama AYAM GEPREK
BENSU yang di rencanakan sebagai kompetitor untuk bisnis ayam
geprek Benny Sujono, dan pendaftarannya dilakukan secara bertahap
mulai dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018 dan terindikasi
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU”.

Jelas terlihat bahwa dalam proses permohonan merek pertama
kali dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Benny Sujono, berdasarkan
merek beserta logo yang didaftarkan oleh Ruben Onsu, dinilai ada
itikad buruk didalamnya, hal itu dikarenakan baik nama, logo hingga

desain warna dan gambar merek yang didaftarkan memiliki kesamaan
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dengan kompetitor lainnya, maka permohonan Ruben Onsu atas merek

di tolak.

Gambarl
Perbandingan Logo dan Desain Merek Ayam geprek Ruben Onsu

dan ayam geprek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono

Gambar diatas merupakan perbandingan logo yang menjadi salah
satu objek sengketa merek nama geprek bensu. Berdasarkan putusan
nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, hakim memutuskan
bahwa benar berdasarkan asas first to file , pihak PT. Ayam Geprek
Benny Sujono adalah pemilik sah dari pendaftaran merek dengan nama
PT. Ayam Geprek Benny Sujono karena dalam sistem yang terekam
pada akun AHU online, permohonan pengajuan pendaftaran merek
pertama sekali dilakukan oleh pihak Benny Sujono dan pihak Benny

Sujono mengajukan pembatalan terkait permohonan merek atas nama

Ruben Onsu karena dinilai memiliki kemiripan dengan merek dagang
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yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Namun, tidak berhenti disitu,
Ruben Onsu mengajukan perjuangan sampai dengan kasasi, yang pada
akhirnya ditetapkan suatu penyelesaian sengketa merek BENSU melalui
amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang
pada intinya melanjutkan putusan dari proses persidangan sebelumnya
yakni memutuskan menolak gugatan Ruben Onsu dan membatalkan
merek dagang yang telah didaftarkannya karena sesuai udang-undang
merek dan indikasi geografis serta sesuai dengan asas first to file
bahwa jelas PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemegang hak
merek sebagai pendaftar pertama, sehingga terhadap penggunaan
merek yang sama dan mirip dengan merek tersebut wajib di tolak
karena terindikasi dalam perbuatan dengan itikad tidak baik.

Dari uraian kasus dapat dipelajari bahwa sebegitu pentingnya
kedudukan merek dalam sebuah bisnis, karena merek merupakan
simbol representatif dari produk yang akan ditawarkan. Terkadang
pemilik merek tidak memperdulikan merek usahanya sampai nanti
ketika mengalami benturan hukum.

Sejatinya hak kekayaan intelektual muncul ketika sebuah karya
telah diciptakan, namun ketetapan ini tidak berlaku untuk beberapa
kondisi tertentu, sehingga pendaftaran atas hak kekayaan inyelektual
tidak diperlukan. Tetapi, untuk beberapa kepentingan yang lebih luas,
pendaftaran dari hasil sebuah ciptaan sangat penting, karena dengan

mendaftarkan hasil karya atau ciptaan maka akan memperoleh
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sertifikat lisensi, dan lisensi tersebut merupakan satu-satunya barang
bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan hak seseorang atas karya
atau ciptaan tersebut. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk
menyelesaikan apabila terjadi sengketa, serta sebagai bentuk
pemberian kepastian hukum agar jangan sampai muncul persoalan
yang tidak diinginkan. Padahal, pendaftaran merek dapat dilakukan
dengan menggunakan jasa hukum seperti konsultan maupun Notaris. '°

Sesuai ketentuan peraturan perundangan ditegaskan bahwa
berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris
sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta
autentik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat
yang berpedoman kepada undang-undang. Notaris diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Notaris sebagai pejabat
umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota
masyarakat yang memerlukan jasanya dalam bidang hukum perdata,
dan keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum
pembuktian.?

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang

setiap tindakan atau perbuatan hukum yang ditetapkan oleh ketentuan

! Andre Asmara, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada
Pembatalan Merek Cap Mawar,” 187.

%0 Annalisa Y & Agus Trisaka, Cyber Notary Realita Dan Idealita (Palembang:
Unsri Press, 2020), 1085.
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hukum untuk didokumentasikan serta dibentuk menjadi akta autentik.
Notaris memiliki hak untuk membuat akta autentik, hanya jika itu
dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan
notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan
perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.?!

Jadi jelas notaris sebagai praktisi hukum berwenang untuk
menyelaraslkan hal-hal yang berhubungan dengan suatu tindakan yang
memerlukan alat bukti autentik. Seperti halnya dalam proses
pendaftaran hak kekayaan intelektual lainnya yang memerlukan
Notaris sebagai penyedia jasa hukum untuk melakukan pendaftaran,
karena Notaris dipandang sudah berpengalaman dan memiliki
kompetensi untuk mengakses dan melengkapi syarat administratif serta
substantif dari tiap-tiap orang yang membutuhkan jasa hukum yang
disediakan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menyatakan bahwa “Hak
atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Ketentuan-
ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam UU Merek dan IG di atas,
mengisyarakatkan bahwa perlindungan hukum hak atas merek,
dilindungi serta diperoleh melalui proses pendaftaran yang didasari

atas inisiatif pemilik merek yang diajukan kepada Direktur Merek dan

2l Deviana Yunitasari, “The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection
or Standard Contracts For Indonesia Consumers,” JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW
Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 32.
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Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM R.I 22

Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum vyang
menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem
konstitutif yang dianut oleh menentukan bahwa hak merek hanya dapat
diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan.
Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing
atau merek lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada
merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa
perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.
Perlindungan hukum vyang bersifat preventif dilakukan melalui
pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat
represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan
perdata dan/atau tuntutan pidana.?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat di
pahami bahwa pentingnya esensi dari suatu merek terhadap produk
dapat membawa dampak yang begitu luas pada perkembangan usaha.
Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara

lebih mendalam dan eksplisit dengan judul penelitian “ANALISIS

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020

%2 Andre Asmara, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada
Pembatalan Merek Cap Mawar,” 188.

23 Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek Dan Problematika Penegakan
Hukumnya, Dalam Insan Budi Maulana, Dkk, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual
(Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2000), 11.
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TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERKAIT ASAS FIRST

TO FILE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN

2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1.

Bagaimana pengaturan asas first to file menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam upaya
penyelesaian merek terdaftar berdasarkan putusan Mahkamah
Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI1/2020 ?

Bagaimana Peranan Notaris dalam pembuatan akta terkait dengan

penggunaan merek ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka adapun

yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.

Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan asas first to file
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis.

Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam
upaya penyelesaian merek terdaftar berdasarkan putusan

Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.
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3. Untuk menganalisis mengenai Peranan Notaris dalam pembuatan

akta terkait dengan penggunaan merek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambahkan ilmu
pengetahuan hukum secara umum, terutama dibidang persaingan
usaha, hukum kenotariatan dan dapat menjadi masukan dalam rangka
pembangunan hukum nasional di bidang hak kekayaan intelektual.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan
dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a) Pelaku Usaha

Sebagai bentuk pemahaman untuk pelaku usaha agar segera
mendaftarkan merek dagangnya guna memberikan kepastian dan
perlindungan hukum untuk perkembangan usahanya agar dapat

bersaing di dunia usaha.

b) Pemegang Hak Merek
Sebagai ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pemegang

hak merek bahwa mereka adalah pemegang hak eksklusif dari
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merek yang didaftarkannya sehingga mereka bebas melakukan
apapun terhadap hak yang dimilikinya.
c¢) Notaris

Sebagai pedoman dan acuan bagi tiap notaris selaku pejabat
umum yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai
penyedia jasa hukum yang dapat melakukan pendaftaran dan hak
kekayaan intelektual mewakili masyarakat yang membutuhkan
jasa hukumnya agar tiap pihak yang memiliki merek dagang
dapat mendapatkan hak ekonomisnya secara penuh dan

terlindungi hak-haknya.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori

Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa
Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak
berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan
dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada
dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama,
adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika

seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu
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tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala
keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke
tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh
masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat
tersebut.?

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada
pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya
benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu
adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum
dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan
keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum
dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-
prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang
menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan
keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang
adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan
yang paling besar bagi setiap orang.?

Teori keadilan dianggap tepat untuk menggambarkan keadaan
dimana penggunaan asas first to file wajib di tegakkan demi menjaga
autentisitas dari tiap-tiap merek yang didaftarkan untuk memberikan

jaminan kepastian hukum pada pihak pertama yang mengajukan

2 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum
(Jakarta: Kencana, 2014), 85.
% M. Agus Santoso, 91.
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permohonan pendaftaran atas suatu merek, sehingga hal ini dianggap
adil karena merek termasuk dalam hak cipta yang pembuatannya
memerlukan konsep ide dan pemikiran tertentu, sehingga tidak etis
rasanya apabila ada suatu pihak lain yang mengajukan pendaftaran
merek dengan menjeplak suatu merek yang sudah terdaftar
sebelumnya.
2. Middle Range Theory

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai
middle range theory, Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.
Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan
itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena
bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan
fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiolog.26

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

26 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami
Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
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dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.?’

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi
tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan
konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum vyang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan
moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang
tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.?®

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus
sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut
Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-
bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan

kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga

2T peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
hlm.158.

28 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N
Mamabhit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.
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demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif
harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang
ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.?

Kepastian hukum atas pendaftaran merek berfungsi untuk
menggambarkan kedudukan dan hubungan hukum antara pemilik
merek dengan merek yang didaftarkannya. Karena dengan merek
yang terdaftar tersebut, pemegang hak resmi atau pemegang lisensi
atas merek tersebut berhak untuk memanfaatkan nilai ekonomis yang
timbul dari merek tersebut.

3. Applied Theory

Pada tulisan ini, dalam penggunaan Applied Theory, dalam tulisan
ini menggunakan teori manfaat hukum dan teori hak kekayaan
intelektual. Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan
hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya
orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines),
sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu
hukum Dbergantung kepada apakah hukum itu memberikan
kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti
bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-
undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu
untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya  bagi

masyarakat.

% Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95



21

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah
tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu
diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang
mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah
tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat
dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia,
hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.*

Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah
manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang
terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Menurut Utrecht, hukum
menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.
Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum
untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak
dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang
lebih besar dari pada yang lain).%

Teori manfaat hukum dalam kaitannya dengan pendaftaran merek
sangat erat hubungannya karena, percuma ketika hukum ditegakkan
namun tidak memiliki manfaat yang jelas dirasakan oleh masyarakat.

Dengan penegakan asas first to file, manfaat hukum atas pendaftaran

80 Said Sampara dkk, Pengantar lImu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011,
hlm. 40.

81 Muhammad Ridwansyah , Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan
Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor
2, Juni 2016, hlm. 291
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merek tersbut dapat dinikmati oleh pemegang hak, dan pemegang hak
tersebut dapat dengan bebas melakukan segala bentuk perbuatan
hukum apapun atas merek yang ia miliki.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil
kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.
Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada
pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia
memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini
menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena
manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya
penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum. Hak Kekayaan
Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR),
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang
pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade
Organization), yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan
intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang
secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization
(WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang
meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan
desain yang digunakan dalam perdagangan.>?

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada

suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya

82 Rdrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.
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intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses
pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khuss
danjuga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga
pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat
abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat,
tetapi hak-hak tesebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak
tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah
benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma
dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau
dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (lichamelijke zaak)
yang dalam pemanfaatannya (exploit) dan reproduksinya dapat
merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan
penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.*
Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah
pengakuan dan pengahargaan pada seseorang atau badan hukum atas
penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan
hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun
ekonomis. Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah
hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan

untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebas-bebasnya maka

33 Adrian Sutedi, 18.
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manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan
pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.3*

Hak kekayaan intelektual khususnya merek memang memerlukan
suatu pendaftaran khusus karena didalamnya terdapat curahan ide
pemikiran dan upaya yang difokuskan untuk membentuk suatu merek
tertentu menjadi simbol bisnis yang memiliki nilai ekonomis dari tiap

pemegangnya.

F. Definisi Konseptual
Penelitian ini mengandung definisi-definisi konseptual sebagai

pembatasan ruang lingkup penelitian dengan konsep-konsep yaitu :

1. Merek, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam
bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut
untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang
darr/ atau jasa.

2. Kekayaan intelektual, merupakan kekayaan yang timbul atau lahir
dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul
atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa

karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan

84 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak
Cipta, Paten,Merek, Dan Seluk-Beluknya (Jakarta: Erlangga, 2008), 4.
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sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas
kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga,
pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang
membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain
yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh
intelektualitas manusia.

3. Hak Pemegang Merek, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada pernilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau
mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

4. Lisensi, termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan
lainnya, adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah
untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri.
Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak
tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya
ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara

kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.

G. Metode Penelitian
Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji

kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode-
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metode yang ilmiah.’® Metode penelitian atau metode ilmiah adalah
prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan
ilmiahatau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk
menyusun ilmu pengetahuan.
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu
membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian
terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan
untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.®® Penelitian
ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah,
buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata
lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.
2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis, merupakan
metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai
dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah
dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah
yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya.*’

3. Pendekatan Penelitian

3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (Yogyakarta: Andi, 2000), 4.

3¢ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

87 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 1986), 10.
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Pendekatan-pendekatan dalam penelitian ini antara lain :
a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulasi.®® Untuk penelitian
praktis, maka pendekatan Perudang-Undangan akan mempelajari
konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan
Undang-Undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara
regulasi dan Undang-Undang. Untuk penelitian akademis,
pendekatan Perundang-Undangan dibutuhkan dalam rangka
menemukan  ratiologis (mengapa  suatu Undang-Undang
diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu Undang-
Undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di
balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan
menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang
dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.
b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang
berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan
gagasan atau mengimajikan ide-idenya, sikap dalam
menampilkan gagasan-gagasan, elemen intrinsik dan mekanisme
hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu

membangun adanyan keselarasan dan kesatuan dalam rangkan

%8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2012), 40.
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membangun totalitas bentuk maupun totalitas makna pada setiap
pernyataan.
c. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis menurut Zeigler yaitu suatu penelitian
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap
implikasi social dan efek penerapan suatu aturan Perundang-
Undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.*
Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan filosofis
memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai
seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya
tentang moral keadilan.*
d. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis
pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti
mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus
konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat
kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di
lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya
adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik
terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-

prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan

% Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayu Media Publishing, 2012), 320.
40 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 30.
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telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal
pokok vyang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan
sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam
memecahkan isu hukum yang dihadapi.*!

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-

bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat
karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah
diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif,seperti peraturan
Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam
penulisan ini meliputi:

1) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD
1945

2) Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

dan Indikasi Geografis

‘4 CFGC Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-
20 (Bandung: Alumni, 2006), 139.
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b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang
diperoleh dari literatur hukum antara lain: Buku, Jurnal,
Majalah, Internet, Tesis.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu
memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi
Pustaka, yaitu bahan pustaka yang peroleh dari Peraturan Perundang-
Undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, kamus Hukum, Tesis dan
referensi lainnya, yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek

dan hak kekayaan intelektual.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasakan sifat penelitian ini yang menggunakan metode
penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah
metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu
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kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan
hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan
hukum yang menjadi objek kajian.*?
1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang
telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.*® Maka
dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih
menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi
poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban
rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik
kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan

dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.**

42 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 107.

43 Zainudin Ali, 177.

4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar
Maju, 2008), 35.
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